
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KULON PROGO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    8   TAHUN  2005 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, optimalisasi 

penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum , diperlukan 

organisasi perangkat Daerah yang proporsional,  efektif dan efisien 

dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, 

potensi dan kebutuhan Daerah; 

  b. bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan dengan telah 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tindak lanjut 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Polisi Pamong Praja; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja; 



 2 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten 

dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1951 Nomor 101);  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) 

menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 

dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ 

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4262); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pedoman 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4428); 

8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil;  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  

ORGANISASI  DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.       
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5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 

bertugas membantu Bupati dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta 

menegakkan Peraturan Daerah.   

6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis 

yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, 

dan teratur.     

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu 

serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan 

dengan angka kredit. 

 

BAB II 

 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja 

 

BAB III 

 

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN  

SUSUNAN ORGANISASI  

 

Pasal 3 

Satuan Polisi Pamong Praja  merupakan perangkat Pemerintah  Daerah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 4 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 

Peraturan Daerah. 
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Pasal 5 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 4,  Satuan Polisi Pamong 

Praja mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan pengendalian operasional;  

b. menyelenggarakan pengembangan kapasitas personil; 

c. menyelenggarakan penyidikan dan penindakan; dan 

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 

 

Pasal 6 

 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengendalian Operasional; 

d.   Seksi Pengembangan Kapasitas;  

e.   Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan 

f.   Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja diatur oleh Bupati. 

(3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

BAB IV 

 

 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

 

Pasal 7 

 

(1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diadakan kelompok Jabatan 

Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dimaksud ayat (1), dikoordinir 

oleh seorang Tenaga Fungsional Tertentu senior yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 
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BAB V 

 

FORMASI 

 

Pasal 8 

(1) Untuk melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja 

diadakan peleton-peleton yang masing-masing peleton terdiri dari regu-

regu.   

(2) Formasi peleton dan regu  Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB VI 

 

TATA KERJA 

 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

setiap Satuan Organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-

masing . 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya memberikan bimbingan 

dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas menurut hirarki jabatan. 

 

BAB VII 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) sepanjang yang mengatur mengenai 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo 

 

Ditetapkan di Wates                    . 

pada tanggal  26 Desember 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KULON PROGO, 
 

Capttd 
 

H. TOYO SANTOSO DIPO 

      Diundangkan di  Wates 

pada tanggal  27 Desember 2005 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 
 

Cap/ttd 
 

KADIMAN 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    8    TAHUN  2005 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang 

proporsional, efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, 

karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.  

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan 

dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan 

perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah khususnya yang mengatur Organisasi dan Tata 

Kerja  Polisi Pamong Praja. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1       

         Cukup jelas    

Pasal  2 

         Cukup jelas 

Pasal  3 

         Cukup jelas 
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Pasal  4 

         Cukup jelas 

Pasal  5 

         Cukup jelas 

Pasal  6 

         Cukup jelas 

Pasal  7 

         Cukup jelas 

Pasal  8 

         Cukup jelas 

Pasal  9 

         Cukup jelas 

Pasal  10 

         Cukup jelas 

Pasal  11 

         Cukup jelas 

 

 

oooo00000oooo 
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LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR :    8   TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEPALA  

 
SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

SEKSI 
PENGENDALIAN 
OPERASIONAL 

Wates,  26  Desember  2005         
 

BUPATI KULON PROGO, 
 

Cap/ttd 
 

H. TOYO SANTOSO DIPO 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

KAPASITAS  
 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

TERTENTU 

SEKSI 
PENYIDIKAN DAN 

PENINDAKAN 


